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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan dalam rangka pelaksanaan penataan 
kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan 
yang berbasis kompetensi dan kinerja pada instansi 
Pemerintah Kata Baubau diperlukan Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kata Baubau 
tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas 
Tenaga Kerja Kota Baubau; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6757); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
ten tang Analisis J abatan di Lingkungan Departemen Dalarn 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157}; 

13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Karnus Jabatan Fungsional Umurn Pegawai 
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 296); 
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Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kata Baubau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Baubau; 
3. Wall Kota adalah Wall Kota Baubau; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Baubau; 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah; 

6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data 
jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk 
kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi 
organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas; 

7. Informasi Jabatan adalah hasil analisa jabatan yang berupa uraian jabatan 
dan peta jabatan; 

8. Analisis Behan Kerja adalah suatu teknik yang dilalrukan secara sistematis 
untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang 
digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi mencapai tujuan 
organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien; 

9. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan 
jabatan pelaksana; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN 
ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA 
BAUBAU. 

Menetapkan 

14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan 
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 845); 

15.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau 
(Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 

16.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Baubau 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 
2021 Nomor 5). 
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Tujuan Analisis Behan Kerja adalah sebagai dasar rekruitmen dan penempatan 
pegawai dalam jabatan yang dieprlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi sesuai beban kerja. 

Pasal 5 

Mak.sud disusunnya Analisis Behan Kerja adalah sebagai dasar untuk 
memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi ASN berdasarkan kebutuhan struktur organisasi. 

Bagi.an Kedua 
Analisis Behan Kerja 

Pasal 4 

Tujuan Analisa Jabatan adalah : 
1. Untuk membantu dan memudahkan pengelolaan kepegawaian khususnya 

penataan ASN, kelembagaan, ketatalaksanaan serta pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja; 

2. Untuk memberikan umpan batik bagi penyempurnaan organisasr, tata 
laksana, pengawasan dan akuntabilitas. 

Pasal 3 

Maksud disusunnya Analisis Jabatan adalah : 
1. Sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan 

akurat; 
2. Untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi kepentingan 

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta pengawasan dan 
akuntabilitas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Analisis J abatan 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

10. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan pada unit kerja 
perangkat daerah yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan; 

11. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan pada unit kerja perangkat 
daeran yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh pejabat pelaksana; 

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan pada unit kerja perangkat 
daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; 

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 
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(1) Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja dilakukan terhadap jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan 
fungsional; 

(2} Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi 
informasi jabatan meliputi : 
a. Nama jabatan; 
b. Kode jahatan; 
c. Unit organisasi; 
d. Kedudukan dalam strukutur organisasi; 
e. Ikhtisarjahatan; 
f. Uraian tugas; 
g. Bahan kerja; 
h. Perangkat/ alat kerja; 
1. Hasil kerj a; 
j. Tanggungjawah; 
k. Wewenang; 
1. Korelasi jabatan; 
m. Kondisi lingkungan; 
n. Resiko bahaya; 
o. Syarat jabatan; 
p. Prestasi kerja; 
q. Butir informasi lain. 

{3) Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi 
tentang: 
a. Uraian tugas; 
b. Satuan hasil; 
c. Waktu penyelesaian; 
d. W aktu kerja efektif; 
e. Behan kerja; dan 
f. Pegawai yang dibutuhkan. 

(4) Hasil Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota ini. 

Pasal 6 

BAB III 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 
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RITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .:t.f 

RAH KOTA BAUBAU, SEKRET 

Diundangkan di Baubau 
pada tan , 80 Aft,t. 2022 

Ditetapkan di Baubau 
pada tangga1, ~ Apnl 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 


